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KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2026
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59 Tahun
2026 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi dan Penyaluran Dana Bagi
Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus Tahun
Anggaran 2026 dan Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil sampai

- dengan Tahun Anggaran 2024 bagi Daerah Tertentu di Wilayah

Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat,
Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900/3691/SJ dan Nomor
900.1.1/4277/SJ tentang Bantuan Keuangan kepada Pemerintah
Daerah Terdampak Bencana dan Keputusan Gubernur Aceh Nomor
900.1/408/2026 tentang Penetapan Bantuan Keuangan Bersifat
Khusus untuk Dana Tambahan Bantuan Operasional Mukim Tahun
Anggaran 2026, perlu dilakukan penyesuaian kembali terhadap
Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Kabupaten Bireuen;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan
Keenam Atas Peraturan Bupati Bireuen Nomor 2 Tahun 2026 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen
Tahun Anggaran 2026;

Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3963);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan
Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan
Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009
tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6523);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Nergara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72
Tahun 2019 Nomor 187 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan
dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1
Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18

¥
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Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan
Evaluasi Penyelenggaraan Perencanaan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan
Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan
Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6883);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang
Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan
dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata
Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan
Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai
Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan,
Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan
Tertib ~ Administrasi  Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan



Menetapkan :

Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1447);

27.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala
Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor
727);

30. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2021
Nomor 92);

31. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2026 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026
(Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2026 Nomor 128);

32. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun
Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2026 Nomor
878) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Bupati Bireuen Nomor 30 Tahun 2026 tentang Perubahan
Kelima Atas Peraturan Bupati Bireuen Nomor 2 Tahun 2026 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen
Tahun Anggaran 2026 (Berita Kabupaten Bireuen Tahun 2026 Nomor
906);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS
PERATURAN BUPATI BIREUEN NOMOR 2 TAHUN 2026 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN
BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Bireuen Nomor 2 Tahun
2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten
Bireuen Tahun Anggaran 2026 (Berita Kabupaten Bireuen Tahun 2026



Nomor 878) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Bupati Bireuen Nomor 30 Tahun 2026 tentang Perubahan
Kelima Atas Peraturan Bupati Bireuen Nomor 2 Tahun 2026 (Berita
Kabupaten Bireuen Tahun 2026 Nomor 906) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 3

APBK Tahun Anggaran 2026 semula sebesar Rpl.845.860.146.487,88
(satu triliun delapan ratus empat puluh lima miliar delapan ratus enam
puluh juta seratus empat puluh enam ribu empat ratus delapan puluh
tujuh rupiah delapan puluh delapan sen) bertambah sebesar
Rp35.844.795.000,00 (tiga puluh lima miliar delapan ratus empat puluh
empat juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) sehingga
menjadi Rpl1.881.704.941.487,88 (satu triliun delapan ratus delapan
puluh satu miliar tujuh ratus empat juta sembilan ratus empat puluh
satu ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah delapan puluh delapan
sen) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan daerah

a. Semula Rp 1.795.188.672.625,88
b. Bertambah Rp 35.844.795.000,00
Jumlah pendapatan

daerah setelah perubahan Rp1.831.033.467.625,88
2. Belanja daerah

a. Semula Rp 1.843.560.146.487,88
b. Bertambah Rp 35.844.795.000,00
Jumlah belanja daerah

setelah perubahan Rp Rp 1.879.404.941.487,88

3. Pembiayaan daerah

a. Penerimaan pembiayaan

1) Semula Rp 50.671.473.862,00
2) Bertambah Rp 0
Jumlah penerimaan

pembiayaan setelah

perubahan Rp 50.671.473.862,00
b. Pengeluaraan pembiayaan

1) Semula Rp 2.300.000.000,00
2) Bertambah Rp 0

Jumlah pengeluaran
pembiayaan setelah

perubahan Rp 2.300.000.000,00
Jumlah pembiayaan netto
setelah perubahan Rp 48.371.473.862,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran

setelah perubahan Rp 0,00

2. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan APBK sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran

]



merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini terdiri dari:

I, Lampiran I Ringkasan APBK Yang Diklasifikasi
Menurut Kelompok dan Jenis
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan
Tahun Anggaran 2026;

2. Lampiran II Rincian APBK Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi,
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan,
Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja
dan Pembiayaan Tahun Anggaran
2026;

3. Lampiran Ill.a Daftar Nama Penerima, Alamat dan
Besaran Alokasi Hibah Berupa Uang
Yang Diterima Serta SKPK Pemberi
Hibah Tahun Anggaran 2026 ;

4. Lampiran III.Lb Daftar Nama Penerima, Alamat Dan
Besaran Alokasi Hibah Berupa Barang
Yang Diterima Serta SKPK Pemberi
Hibah Tahun Anggaran 2026

S. Lampiran IV.a Daftar Nama Penerima, Alamat dan
Besaran  Alokasi Bantuan  Sosial
Berupa Uang Yang Diterima Serta
SKPK Pemberi Bantuan Sosial Tahun
Anggaran 2026;

6. Lampiran IV.b Daftar Nama Penerima, Alamat dan
Besaran  Alokasi Bantuan  Sosial
Berupa Barang Yang Diterima Serta
SKPK Pemberi Bantuan Kemanusiaan
Tahun Anggaran 2026;

7. Lampiran V.a Daftar Nama Penerima, Alamat dan
Besaran Bantuan Keuangan Bersifat
Umum Yang Diterima Serta SKPK
Pemberi Bantuan Keuangan Tahun
anggaran 2026;

8. Lampiran V.b  Daftar Nama Penerima, Alamat dan
Besaran Bantuan Keuangan Bersifat
Khusus Yang Diterima Serta SKPK
Pemberi Bantuan Keuangan Tahun
anggaran 2026;

0. Lampiran VI.a Daftar Nama Penerima, Alamat dan
Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak
Kabupaten Kepada Pemerintah

Kabupaten Tahun Anggaran 2026;

10. Lampiran VI.Lb Daftar Nama Penerima, Alamat dan
Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak
Kabupaten Kepada Pemerintah Kota
Tahun Anggaran 2026;

11. Lampiran VI.c Daftar Nama Penerima, Alamat dan
Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak
Kabupaten Kepada Pemerintah Desa
Tahun Anggaran 2026;

12. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus



Menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi, Program,
Kegiatan, Sub kegiatan, Kelompok,
Jenis, Objek, Rincian Objek, dan Sub
Rincian Objek Pendapatan, Belanja
dan Pembiayaan Tahun Anggaran

2026;
13. Lampiran VIII Rincian Dana Tambahan Infrastruktur
Menurut Urusan Pemerintahan

Daerah, Organisasi,Program, Kegiatan,
sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek,
Rincian objek, Dan Sub Rincian Objek
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan
Tahun Anggaran 2026.

3. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 10

Pelaksanaan perubahan penjabaran APBK yang ditetapkan dalam
Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten
Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 2 2026

‘EBUPATI BIREUEN, *

[ MUKHLIS

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 2 Jul 2026

KRETARIS DAERAH
1 BUPATEN BIREUEN, "
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BERITA KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2026 NOMOR %6



